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DENGAN RAH MAT TUHAN VANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARATh

Mcmmbang a. bahwa air beraih merupakan penopang utama kehidupan
dan salah Aatu bcntuk bak yang harus dipemihi scbugai
dasar kchidupan yang layak;

tk bahwa sebegai «dah satu cara untuk memenuhi hak
scbagaimnna dimaksud da tam humf a, Pemerintah
Daerah telah mendirikan suatu Perusahaan Daerah Air
Min Um Liman Knoei mclalui Pcraturan Daerah
K^bupatcn Lampung Barat Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pembeotukan Perusahaan Daerah Air Minum
(PIJAM| Kabu palen Daerah Tingkat II Lampung Barat
(Lembaran Daerah Kabupatcn Lampung Borat Tahun
191)5 Nomor S3 Seri D), yang pengelölaannya
berdasarkan Pcraturan Darrah Kabupaten Lampung
Barat Nomor OS Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Ptrusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan
Daerah Air Minum |PDAM) Umau Kund Kabupatcn
Löjnpung Baral (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Lampung
Barat Tahun 2010 Nomnr OS) sebagai sarana pemenuh&n
hak atai air bersifa Lcr&cblll,

c. bahwa bentuk badan hukum/kelembagaan Perusahftan
Daerah Air Minum Limau Kunci sebagaimana dimaksud
daJam huruf b belum sesuai dengon ketentuan d&Lam
Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 CrOlong
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemcrintah Nomor
54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Dacrah.
sehinggH periü diiaktikan penyesuaian bentuk badan
hukum dari pemsahaan lersebut agar dapat berfungsi
sccam optimal dan meraih hasiJ yang maksimak

d. bahwa berdaaarkan pertimbangan Mebagaimana
dmiaküud dalam huruf a, huruf b dan huruf c pcrlü
menetapkan Ptraturan Daerah tentang Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Limuu Kunci;

Mrogingal 1. Paso! 18 ayat (6| Undang-Undang Daiar Negara Rrpublik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1991 tentang
Pembcntukan Kabu paten Daerah Tingkat 11 Lompung
Barat (Letnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 1991
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nemer 3452j;

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2D14 tentang
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tamba han Lembaran
Negara RepubUk bldontsia Nemer 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nemer 11 Tabun 2020 (Lcmbaran Negara
Repub]ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badon Usaha Milik Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305± Tamhahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nemer 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tantang
PengeloUan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lcmbaran Negsra Republik Indonesia Nemer 6322);

6. peraturan Mentcri Da]am Ncgcri Nomor 53 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Btriia Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

7. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan PcmbcrhcnLian Anggota
Dewan Pcngawas atau Anggpta Komisaris dan Anggoia
Direkai Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 201fl Nomor 700);

8. Pcraturan Mcnteri Dalam Negpri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Reneaus Kcrja dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelapcran, dan EvaJuasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019
Nomor 155);

9- Petaiuran Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Dengan Perseiujuan Beraama

DEWAN P1RWAKILAK RAKYAT DAERAH
KAQUPATtChr LAMFUNri riARAT

Dan

BU PAT1 LAM PUNG BARAT



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Pcramran Daerah ini yang dimaksud denman :
I. Daerah OtQnom yang sclanjumya disebut Daerah adalah ktaaluan

masyarakat hukum yang mernpunvai batas-baLas wilayah yang
berwenang mengatur dan mcngutUa Urusan pemerintahsn dan
kepen ungan maayarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat daiam sistern Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Pcmcnntah daerah adalah BnpaU sebagai unaur prnyclrnggaran
pemcrintahan daerah yang memimpin pelak&anaan urusen
pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupaü adaJah Bupati Lampung Bami.
4, Dcwan Ptrwaküon Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemcrinLahan Daerah.

5. Tata kclola pcrusahaan yang balk adalah sistem prngclolaan yang
mcngarahkan dan mengendalikan perut&haan agar menghasilkan
kemanfaatan ckonumi yang berkesinambungan dan keseimbangan
hubüngan antar pemangku kepentingan,

b Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki okh
Daerah.

7, Anggaran F^ndapacan dan Bcianja Dacrah yang acianjutnya disjngkat
APBD adalah rrncana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah,

fi. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang
bcrasaJ dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan
pcnyertaan modal Daerah paria Badan Usaha Milik Daerah

9- Pferusahaan Umum Daerah yang &elanjutnya disebut Perumda adalah
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lünau Kunci yang modalnya
bersumber dan dimiliki acpenuhnya olch Pcmcnntah Daerah

10. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah da lam Kepemilikan Kckay&an
Daerah yang Di pisahkan pada Peruaahaan Umutn Daerah yang
selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati sebagai argan perusahaan
umum Datr&h yang memegang kekuasaan tertinggi daïam perusahaan
umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan
kepada Dirtksi atan Dciran Pcngawas.

ll .Dewan Pengawas ada]ah Dewan Pengewas Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Limau Kunci scbagaï organ Pcrusahaan Umum Daerah yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Dirrlcci dainm menjnInnlcnn kcjJlAtiUT pcn^vtruu*n l^rUMhaan Utniun
Daerah.

12 Direksi adalah Dinekai Perusahfifm Umum Daerah Air Minum Limau
Kunci sebag^i organ Perusahaan Umum Daerah yang bertan^ung jawab
atas pengurusan untuk kepenfingan dan fujuan PtrusHhaan Umum
Daerah serta mcvakili Fcnj&ahaan Umum Daerah balk dj daJam
maupun di luar pengadilan sc^Uai dengan keten tuan pcraturan
perundang-undangan.



Pusal 2

Denga n Pemturan Daerah ini. PurusHhaan Daerah Air Min mm Liman Kunci
scbagaimami. dimakbud dalam:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Baral Nómor 12 Tahun 1995

ten tang Prmbenlukan Ptrusahaan Dacrah Air Minum (PDAM|
KabUpfitrn Dacrah Tingkat II Lampung Barat (Lembarsn Daerah
Kabupaten Doerah Tingjcat I! Lnmpung Barat Nemer 53 Tahun 1996 Seri
D); dan

br FcffiLUnm Dacrah KabUpalen Lampung Baral Nomar 05 Tahun 20 LD
tentang Pengelelaan Penasahaan dan Pelayanan Air Bersih Penjsahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Umau Kunci Kabupaien Lampung Baral
{Letnbaran Daer&h Kabuputcn Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 05).

diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda.

Pasal 3

Maksud dan penabahan bentuk badan hukucn Pcrusahaan Daerah Air
Mi num Limau Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
Perumda adalahi
fi. untuk menyesuaikan bentuk badan hukum Pcnasahaan Daerah Air

Minum Liman Kunct menjadi Perumda sebagaimana dimaksud dalam
ketenluan ptralutHn prnmdang-uridHngan yang mengHtur mtngrnai
BUMD;

b. untuk memenu hi kebutuhan air bersih dan minum yang cukup dan
berkuatitas bagi masyarakat;

C. berperan srrla dyJam pcmbarigunan Daerah; dan
d- stbagai salah satu sumber peudapatan asli Daerah.

Pasai 4

Tujuan dari petubahan bentuk badan hukUm PtrUsahaati Daerah Air
Minum Limau Ktinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
Perumda untuki
a. mewiijudkan peleyanan air bersih dan minum yang berkualitas deng^n

hai^a yang terjargkau;
b menunjang program pcmbangunan daerah;
C, terra painya Eokupsn pelayanan air bersih dan minum bagi seluruh

masyar&kai Daerah; dan
cL mempepoleh keuntungan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan

aali Daerah.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT ODUDUKAN

BjagLttij Kcs^tu
Nama

Pasal 5

PtTumda sebagaimana dimaksud dfllam Pasal 2 bemama Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Limau Kuncb



Bagian Kedua
Tempal Kcdudukan

Paha I 6

Perumda sebagaimana dünak^üd dïüam Paaal 5 bcrkcdudukan di Liwa.

[2| Untuk mcmperïancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda
sebagaimena dimaksud pada ayat [ 1) dapat mcmbuka kantor unit
discluruh Darrah.

(3) Ketenman lebih lanjut mengenal pembukaan kantor Unit sebagaimana
dimaksud pade ayat (2) dtatur dalam Peraluran Bupaü.

SAB (Tï
KEGIATAN USAHA

P&M17

PcHjmda atbagaimana dimaksud daJam Pa&aJ 5 mcmiliki kepatan usaha
antara lain;
a. pencarian air baku yang dapat menjangkau kebutuhan masyurakal

secara tuas;
b- unluk pcmcnuhan kcbuluhan air minum masvamkat, Pemmda dapal

menggunakan rekayasa teknolugi daiam mengdah air baku unluk air
bersih bagi ma«yarakair baik melal ui prnErbc-ran, pcnyulingan dan
tcknolpp lainnya;

c. pengadaan air bersóh sebagai salah satu mgas poknk Remerintah
pcngeJülaannya discrahkan scpcnuhnya kepada Ptrumda; dan

d. mclakukan kc^iatan usaha terkait lainnya sesuai dengan ketenman
peraturan pcrundang undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDLHl

Pssal K

Pcruinda sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 berdiri sejak Penaturan
Daera!l ini disahkan tanpa batas waktu tertentu untuk pembubaran.

BAB V
MODAL

Bagian KesatU
Suniber Modal

PasaJ 5

H] Sumber modal Penimda terdiri atasi
a. penyertaan tuodal Daerali,
b pinjoman;
C- hlbah- dan
d. sumber modal lainnya.

(2) Psnyertaan modal Daerah sebegaimana dimaksud pada ayat (1} humf a
dapat bersumber dan:
a. APBD: dan/atau
b. Icottvertf dari pmjHman

OPP J



(3) Hnjaman schsgaimana dimakaud pads ayat (!) humf b dapat bcrsumber
dari:
a. Daerahj
b. BUMD lainnya; dan/atau
c sumber lainnya sesuai dengan ketentuan ptraiuran penmdarig-

undangan.

(4| Hi ball aebaga^oana d wakand pada ayat (I) huruf c dapat bersumbcr
dan:
a. pemerintah pusat;
bL Dacrah;
c BLTMD Imnnya: den/atau
dr sumher lainnya aesuai dengan ketrntuan peratu ran perundang-

undangan.

{5} Sumbft modal lainnya sebagaimaua dimaksud pada ayat (1} huruf d
mcliputi;
a. kapitaJisaai cadangan; dan
b keuntungan rwaluasi aseb

PasaE 10

Modal yang beraumber davi penyertaan modal Darrah menjadi batas
pertsnggungjawa ban Dacrah atas kemgian Pcnjmda.

Bagjan Kedua
Pcnycrtaan Modal

Primal H

(1) Ptnycrtaan medal Dacrah dapat bcrupa uangdan bnmng milik Daeroh.

(2) Barang müik Daerah dinitai scBuai nitai riil pada saal barang milik
Dacrah dijadikan penyertaan modal Dacrah.

(3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diperoleh dengan
mdakukan penafsiran haiga barang milik Daerah scaUai dengan
ketentuan peraiuran perundang-undangan.

(4) Penyertaan modal Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah

Pass! 12

(I) Penyertaan modal Datrah dalam rangka penambahan modal Pemmda
dilokukan untuk:
a pengembangan usaha;
b. penguatEin stniklur permodatan; dan
c. pcnuga&an PcmtrinUih Dt^rah.

( 2) Penyertaan modal Darrah untuk pcnamlmhari modal Perumda
sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sctrlah dilakukan
analisia invesla&i oleh PtmerinUih Dacrah dan tersedianya rencana
bisnis Perumda.



Pasal 13

Penambahan modal Daerah dan peogurangan modal Daerah dilaksanakan
scsuai dcngan ketentnan pcraluran pcrundang-undangan yang mengatur
mengjenai pen gc tolnan keuangan daerah

Bagian Kctiga
Pinjaman

Pasal 14

{1} Pcrunida dapat mclakukan pinjaman sesnaj dengan kelaziman dalam
duma usaha.

(2) Kerenman mengendi penerimaan pinjaman dilokwnakan Kauai dengan
kclcntuun pcraluran pcriindang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah

Paaal 15

(1) Pcrumda dapat mcncnma hibah.

(2) Keren tuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesual dengan
ketentuan peraiuran perundang-undangan.

Bagian Kelima
dumber Modal Lainnya

Pasal 16

[1) Dölam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi
cadangan dun kcunlungan rcvulmmi aturl dipuluskan otch KPM.

(2) Penyertaan modal yang beraumber dari medal kapitallsasi cadangan
srbag^imana dimakaud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan
keuent'jan pcraturan pcrundan^-cindaiigan yang mengutur mengmai
pengeioEaan keuangan dacrah,

Bagian Keenam
Modal Dasar

Pasal 17

Modal dasar yang ditempsitkan pada Perumda sebesar Rp. 15.995.811.813
(Lima Belas Milyar Scmbilan Ratus Scmbilan PUluh Uw Juta Delapan
Ratua Sebelas Ribu DeLn pan Ratus Dun Belas Rupiah),

Bagian Ketujuh
Modal Yang Disetor

Pa&al 18

Modal yang telah disetor kepada Perumda sebesar
Rp.15.995.811 .812 (Uma Heisa Müyar Sembiian Ratus Scmbilan Puluh
Lima Juta Dclapan Balus ^ebetas Ribu Dclapan Ratus Dua Belas Rupiah)-



BAB VI
ORGAN

Bugian Kcsatu
Umum

Pass] 19

(I] Pengurusan Perumda diJakukan ofeh ergon l^erumda.

(2) Org^n Ptrumda nebagaimana dimaksud pada ayat H3 terdiri atae:
a. KPM;
b. Dewan Rengawas; dan
c, Direksi

Pnsnl 20

Sctiap orang dalam penguruwin Prmmda dilsrang memiliki hubungan
kcluarga sampai dcrajat kchga berdasarkan garis Iuriis kc alas, ke bawah,
atau ke samping, termasuk hubungan yang timbuJ karena perkawinan.

Bagian Krdua
KPM

Pasal 21

(1] BupaLi menjadi pemegang kekuasaan pcngcÈolaan kcuangan dacrah dan
KPM.

(21 Hhaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dalem
kebijakan Pcrumda meUpuü:
a penyertaan model;
b eubsidi;
c. penugasan;
d. penggunaan basil pengeJolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan; dan
c, pembinaan dan pengawasan terhadap penyertoan modal pad»

Perumria.

Pasal 22

|J| tfrupati schagai KPM sebagaimana dimaksud dalam Pn&ai 21 ayat {1)
berkedudukan sebagai pcmilik modal.

(2| Bupaü scïaku pemilik modal pads Pcmnida mempunyai krwtnangan
mengainbü keputusan,

(3| Kewenangan mengambii kepulusan sebagaiin^ria dimaksud pada ayat
[2) dapal dilimpahkan kepada pejabut pcrangkat daerah

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara
lain:
a pern bahan anggarar dasar;
ii pengalihan aset tetap;
c koja sama;
dl investasi dan pembiayaan, Lcrmasuk pcmbenlukan anak pcrusahaan

dan /atau penyertaan modal;
ci penyertaan mtHlal Pemerintah Dacrah bens umber dari modal

kupmdisaSi cedangan dan kcuntungan r^aluasi aset;



£ penganglcatan dan pembtrhenlian Dewan Peng^was dan Dircksi;
É pcnghasilan Dewan Pcn^awas dan Dirckai;
ti penctapan besaran penggunaan laba;
l pengesahan taporan tahunan;
j penggabungan, pcmi3ahanh pcIeburan „ pcngambilalihan, dan

pcmbubHian Pcrumda; dan
k jaminan aset beijumlah lebih dari 50% (Hma puiuh persen) dari

juntlah kekayaan bersili Ptrumda dalmn 1 (aatu| tnsnsaksi atau lebih.

(5| Pclaksana kcwcnangan scbagaimana dimakRud pada ayat (2j dan ayat
(3} dapal dibrrikan inacntif yang bersumber dari hasil pengelalaan
kekayaan daerah yangdipisahkan.

(6| Bcsaran insentif pdaksana kewenangan scbagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
a. target kinetja Bermuda;
b. kJasifïkasi basil pengdoiaan kekayaan dacrah yang dipisahkan sesuai

jcnis bidang usaha; dan
c. laporan kcuangar Ptrumda.

(7| Kelen tuan mengenai pclakaanaan kcwcnangan dan inscnlif pelakaana
kewcnangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(6) dmLur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

KPM tidak berEanggung jawab atas kerugian l’erumda apabila da paf
membukükan:
a, tidak mempunyïu kepen Lingan pribadi balk langsung maupun tidak

langsung;
b. tidak terlibat daJam perbuatnn melawan hukum yang dilakukan oleh

Pemmda; dan/etau
c. tidak lerlibat baik secara langsung tnaupun tidak langaung

menggunakan kekayaan Pcrumda acc&ra mclawan hukum.

PasaJ 24

{!) KPMr Dewan Pcngaws, dan Direksi melakukan rapat dalem
pengembangan usaha Prrumda.

|2) Rapat sebtigaitn^na dimaksud pada ayat ( 1] terdiriatasi
a. rapal lahunan;
b. rapst persetujuan rencana kerja anggaran Pcnunda, dan
C- ra pat lusr biasa.

Bagian Keüga
Dewan PtngawftS

Pasal 25

|1| Anggota Dewan Ptngawaa dapal tendtri dari unsur independen dan
unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang’
undangan.

(2) Unsur lainnya sebagainians dimaksud pada ayat (!) dapat terdiri atas;

a. anggola Dcwpn Pengawss atau anggota Kcmisaris BUMD lain
dan/atau anggpta Dewan rtngawas atau anggota Komisuris DU MD

telah menyclesaikan mass jabatannya;



b, pensiunan pegawai BUMD;
c. mantan Direksi BUMD; atau
d. eksternal BUMD selain tcrsebut pada huruf, a, huruf b, dan humf c

(3) Unsur independen sebagaimana dim# baud pada ayaf (2), meru pakan
anggom Dewan Pci^was atau anggpta KomiSiam yang tidak ada
hubungan bisnis drngan Dirrksi maupun pcmcgang saham,

|4| Unaur lainnya sebagaimana dimaksud pads ayat (I), dapat terdin aU8
pejabat RernerinLah PusaL dan pejebat Pemerintah Daerah yang tidak
benugas metaksanakan pelayanan publik,

(5| Pejabat Pemermtah PusaL dan pejabat Remerintaii Uaerah sebagaimana
dimaksud pads ayat (4), diprioritaskan pejabat yang jneïakukan
evaluasi, pembinaan dan pcngpwasan BUMD.

|6) Pdayanan puUik sebagairnaiia ditnaksud pada ayat HI meru pakan
kegjaian atau rangkaian kegjatan daJam rangka pemenuhan kebutuhan
pdayanan bagi schap warga Negara dan penduduk alas barang, jasa,
dan /atau pelayanan administra Ei! yang disêdiakan oleh penyelenggars
pdayanan publik aesuai denga n ketentuan peraluran perundimg-
undangan

Pastd 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KRM .

Paaal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Vang bersangkutan
hams memrnubi syarat sehagai berikuï:
a sehat jasmani dan rohani;
h memiliki kcahlianh inLcgritas, krpemimpinan» pengalamanh jujur,

perilnku yang baikT dan dedikasi yang (inggi untuk memajukan dan
mcngtiiibAngkan perusahaan;

c memahami penyrlenggaraan perrerinrnban Daerah;
it memahami manajemen perusahaan yang berkaitan denga n saiah satu

rungst manajemen;
t menyediakan wsktu yang cukup untuk melaksanakan tugaanya;
£ benjazah paling rtrtdah Strata i (S- 1);
g berusia paling Linggi 60 (enam puluh) tahun pada saaL mendaftar

perrnma kali;
h üdak pemah dinyaiakan pailit;
i tidak pemah menjadi anggota Direksjk Dewan Pengawas, atau Komisaris

yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

j. tidak Bedang menjalani sonksi pidana; dan
k tidak stdang uienjadi pengurus partai politik h calon kepala daerah atau

calon wakil kepala daerah, dan/atau calnn anggeta legislatif.

Pass! 28

(]) Proses pcmilihwn anggola Dewan Rengawas dilakukan melaiui aeleksi.

(2) Scleksi aebagaitnana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
mclipuij tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang ditakukan oleh tim
atau lembaga profciional-



(3) KetEntuan Lebih lanjut mmgcmi ackksi eebagaimana dimaksud pada
ayal (Ij dan aynl (2] diatur dalam Ftraturan Bupad.

Pasal 29

{1) Calun an^üUi dewan Pen gawas yang dinyaLakan lulus sclcksi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wapb menandatangani kontrak
kinerja sebelum diangkat SEbagai anggota Dewan Pengawas.

[2} Ptngangkaian anggola Dewan Pcngawas sebagaimana dimaksud pada
aval <1J tidak bersamaan wakiunya dengan pengangkafan anggpt»
Direksi.

(3) Keten tuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
tidak bcriaku bagi pengangkatan ktmbali anggola Dewan Pengawas yang
dinilai mampu melaksanakan rugas dengan bark selama masa
jabatannya.

[4| Dalam hal anggma Dewan Pengawafi diangkat kern bah, anggota Dewan
Pengawas wajib menandatangani kontrak ktnerjar

(5) Penandatangarar kontrak kinerje sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan scbclum pcngnngkaLan kembah wbagat anggota Dcwan
Pengawas.

Pasat 30

(Ij Jumfeth anggota Dcwan Pcngawas dilclapkan oleh KPM.

(2j Jumlah anggota Dewan Pengpwaa paling banyak sama (tenga n jumlah
Dircksi.

(3) Dalem hal anggota Dcwan Pmgawan lerdiri lebih dari 1 (satu] orang
anggota, 1 (saui) orong anggota Dcwan Peng^wns diangkat sebagai Kctua
Dcwan Phngawfi$.

(4j Pencntuan jumlah anggota Dewan Fengawas sebagsim^na dimaksud
pada ayat 11) dan ayat |2) dilakukön berdnaarkan asua ebsienai dan
efcïcttvttaa keputusanr pengawasan, dan pembiflyaan bagi kepen tingan
Pcrmrtda.

(5| Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jumlah dan klasifikasi
anggyla Dewan Pengawas diatur dalam Permur-an Bupati.

Pasal 31

Anggota Dewan Pcngawaa diangkat untuk inasa jabatan paling lama 4
[empetj tahun dan dapat dian^kal kembaLi untuk 1 fsatu) kali masa jabetan.

PasaJ 32

( 11 Dewan Prngawa*! hemigas:
a. mekikukan pengawasan terhadap Perumda; dan
b- mengawasJ dan mem ben tiaaihat kepada Dirrksi dalam menjalankan

penguruaan Perumda.



(2) Dewan Pengawas wajib'
a, melaporkan hasil pcngawasan kcpada KPM; dan
b. membliRt dan mcmchhara risalah rapat.

(3) Kelentuan lebih lanjut mengemi pengawssan sebageimana dinutkaud
pada ayaI (1) den ayat (2| diatur dalam Pcraturan Buptiti,

Pasal 33

Jabatan anggula Dewan Pcrtgawas bcrakhir apabila:
a. mcninggai dtinia;
b- mass jabatannya bcrakhir; dan/atau
t diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 34

(1) Datum hal Jabatan anggota Dewan Rengawas bcrakhir karcna mafia
jabatannya berakhir gebegaimana dimaksud da]am Pasal 33 huruf b,
anggnta Dewan PtngHWas wajib menyampaikan laporan pengawasan
tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tigs) bulan sebelum bcrakhir
masa jabatannya^

(2] Anggola DeWan P's Ugawas sebagaJmana dimaksud pada ayat ( 1 1 wajib
melaperkan sisa pclaksanaan (Ugas pengawasan yang belum dilaporkan
paling lambei I |satu| bubm sctclah bcrakhir mmjabalannya.

(3} Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ay&t (1) sebagai dasar pertimbangan olrh KPM unluk
raentperparjang atau mcmbcrhrniikan anggnta Dewnn Pcngawaa.

(4| Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan
Penga was yang bcrakhir musa jabatannya dilaksaimkan scielah hasil
audit dengan tujuan tertentu amu audit tahunan dari knntor akuntan
publik kepada KPM.

[5] Dalam hal teqadi kekosungan jabaian selurub anggoia Dewan
Rengawasr prlaksKnaan tugas pengawasan Perumda dil^ksanakan aleh
KPM.

Pasal 35

HI Da]am hal jabaian angguta Dewan Ptngawas bcrakhir karena
diberhentikan sewaktu-wakiu sebaftaimana dimaksud dEdam Pa#a1 33
huruf c, pemberhendan dimaksud wajib disertai alasan pembedicntisn.

(2] Peruberhentian Hnggnta Dewan Pengawns sebagaimana dimaksud padH
ayat (]| düakukan apabta berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah> anggota Dewan Pengawas yarg bersangkutan:
a tidak daptn tnelaksanakan tugas;
b- tidak mrtakianakar ketentuan printurati perundang-undangan;
c. tcrlibal dtüüro tindakan kecurangtin yang mengakibatkan krrugian

pads PrTumda, negara, dan/atau Daerah;
d dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai krkustan hokum tetap;
t mengundurkan din;
f tidak lagi memenuhi persyaraitan aehagai anggeta Dewan Pengswas

scauai dengan ketentuan peraturan perundang- undangun; dan/atau



g Ltdsk terpilih lagi dalam ha] adanya pcrubahan kcbijakan Ptmcriniah
Dacrah scparti rcsErukturjsasih iikuidasj, akuisisi1 dan pembubaran
Pcmmda

Pa&al 36

Anggwia Dcwan Pcngawaa dibcrhcntikan uleh KPM,

Pa&al 37

{1} Anggoia Dowan Pergawas dilarang mcmsngku lebih dari 2 (dua) jsbaton
Anggoia Dewan Pengawas dan/atau anggpia Kcmisaris

(2| Pelanggaren ketedtuon sebagaunana dimaksud pads ayat (1) dikcnai
sanksi administratif berupa d J barhentikan sewoktu-wakru dari jabatan
schagai angguta Dewan Pcngawas.

[3} Deism hal ketenman sebagoimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan ukh KPM paling lama 2D (dua puluhj hari kerja sejak yang
bcrsangkuian diangkai mcmangku jobaton bam sebagai anggcca Dewan
Pengswas, semua jabatan yang bersargkuton sebagai pnggsta Dewan
Pengawas dinyarakaii berakhir.

Paial38

(1) Anggpta Dcwan Pengawas dilarang mcmangku jabaton rangkap sebagaL
a Direksi pads BUMb badan usaha milik negara, dan/atau

badan usaha milik swasta;
h pejabal lainnya acsuai dengan ketentuan peraturan pcrundang

undangan; dan/atail
g pejabat lain yang dapat memmbulkan konflik kcpenlingan.

(2J PeJanggaran ketenman sebaguitnena dimaksud pada ayal [If dikenai
sankst administratif bcrupa dibrrhcnlikan sewaktU'Waktu dari jabalan
sebagai anggoto Dewan Pcngawas.

(3) Dalam hal ketenman sebsgaimeiia dimaksud pads ayal (2| tidak
dilaksanakan dch KPM paling lama 20 (dua puluh) him kerja «jak yang
bersangkutan diangkat mcmangku jabatan haru sebagat anggota Dewan
Pengawas, Jahnran yang bersangkutan srhagai anggota Dewan Pengawss
dinyatakan berakhir.

Pasal 39

(1) Anggotö Dewan Pergawas wajib dengun itikad baik dan tanggung jawab
menjalnnkan tugaa untuk kepentingan Pcrumda,

(2) Seliap anggota Dcwan PengawAS Iwrtaiiggung jawab penuh
pnbadi epabila ysng bersangkuton beraalah atau lalai menjalankan
iugaanya.

(3) KPM dapat mengojukan gugalun kc pcngadilan terhadap anggota Dcwan
Pengawas yang karena kesalahan atau kclalaiannye menimbulkan
kerugion pads Peramds kecuali anggnLa Dcwan Pengawas yang
bersangkutan mengganti kerugtan yang ditimbulkan rersebut dan
disclurkan ke rekening kas umum datrah.



Pasal 40

1 1) Pcnghastlan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2} Pcrtgh&siian tmggnla Drwen Ptngewas srbagaimana dimaksud paria ayat
(J) paling banyak icrdiri alas;
a honorarium;
h tunjangan;
c fasilitaï; dan/atau
d tandem atau inscnül kincija.

(3) Ketentuan Iebib ianjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas
diaturdalam Reraturan Bupati

Pasat 41

(I) Dcwan Pengawas dapat mcngangkat seorang wkretaris yang dibiayai
oleh Pcrumria.

(2} Tuga& sebagaimana cHmuksud pada ayat (1} untuk membantu
kclancaran pclaksttnaan lugas Drw«n Pengawas.

Pasal 42

Biaya yang dipcrlukan dalam rangkü pdaksianaan tugas anggnta Dewan
Pengawas dibcbankan kcpada Ptrumda dan dimuat datam rtncana kerjti
dan anggaran Perumda.

Pasai 43

1 1) Kepultisan Dcwan PertgawaS diambil dalam rapat Dewan Pengawas

(2) Palam kcadaan Lentntu^ kcputusan Dewan Pengawas dapat puU
diambil di luar rapal Dewan Pengawas sepanjang srluruh anggnts
Drwan Pengawas setuju lentang cara dan materi yang diputuakan.

|3| Dalam seriap rapal Dcwan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal
yang dibicarakan dan diputuskan, terniHüvk apabiLa terdapat
pemy^taan ketidaksetujuan anggota Dcwan Pengawas.

Bagian Keempat
Diirksi

Pasal 44

Direksi mcltkkukan pengurusan terhadap Perumda

Pasal 45

Direksi diangkat otch KPM.

P;±hü1 46

Untuk dapal diangkat tffibagni anggoLa Direksi, yang bersangkutfin harys
memeruhi syarat scbcigfii hertkut;
a. schat jasmani dan roharm
h memiliki kcahlian, integritas, kepcminipmaTi, pengalaman, jujurh

pcrilaku yang balkT dan dedikast yang linggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;



c memahami penytknggaraaii pemerintahan Daersh’
d memahomi manajemen perusahaan;
e. memiliki pengeiahuan yang memadai di bidang LUiaha pcrusahoan;
£ berijazah paling rendah Strata HS-1|;
& pengaleman kerja minimal 5 [lima) tabun dibidang manajerial

portisahoan Ijtrbadan huk urn dan pcmah mcmimpin tim;
ti berusia paling rendah 35 (tiga putuh lima) tahun dan paling linggi 55

{lima puluh lima) tahun pada saat mmdaftar peruana kali;
l ridak pernah menjadi anggota Dirrksi, Dewan Ptngawas, atau Komissris

yang dinyalakan bersalah mcnycbabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailii;

j. tidak pcmah dihrtkum karena mclakukan tindak pidana yang
mcrugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

k tidak sedang menjntarii sanksi pidana; dan
1 tidak sedang menjadi pengums partai politik, colon kepaia daerah atau

colon wakil kepaJa daerah, dan /ela u calon anggota tegfelatiL

Pasal 47

(1 1 Proses prmiJihnn anggeta Üineksi dilakukan mcEalui seleksi.

p) Seleksi sebagaimana dimaksuri pads nyar [1] sekurarig-kurangnyA
melipuü talpan uji keiayakan dan kepatuian yang dilakukan oich tim
atau kmbaga profcaional.

|3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (]| dan ayat {2| diatur dalam Pernturan Bupati.

Pasal 48

(1} Colon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4? wf^ib menandatangani kontrak kinerja
sebelum diangkat sebagai anggola Direksi.

(2) Keten tuan mengmai sdcksi sebagaimana dimaksud dalam Pasïd 47
Lidak berlaku bogi pengangkaum kcmbaJi anggola Dircksi yang dinilai
mampu mclaksanakan tugas dengan balk sclama masa jabatannya,

(3) Dalam hel anggota Dinekat diangkat kembali, anggota Direksi wajib
menandatangani kontrak kincija.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebaguimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dircksi.

Pasal 49

P) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oléh KPM.

(2) Jumlah anggola Direksi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 1 [aatu] orang dan paling banyak 5 (limo) orang.

(3) Penentuan jumlah anggota direksi scbagatmatw dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkon asas clïsicnsi dan e&ktifitas pengurusan
Rcmmda.

(4) Dinrktur utamo diangkat dan aalah satu anggota Direksi scbagaimana
dimakaud pada ayat |3)J



(5) Ketentuan tebih lanjut mengenat penentuan jumlah dan klasinkasi
anggutè Direkfii diatur dalam Pcrat tiran Bupsti

Pasal 50

Anggata Dtreksj diangkat untuk jabatan paling lama 5 (lima) tabun
dan dnpal diangkat kcmbaJi untuk ! (satu) kali mastt jabatan kccuali:
a ditcnlukan lain sesuai denman ketentuan pcraturan pcrundang’

undangun; dan
ti dalam hal angguta Dircksi memiliki keahlian khuaus dan/atau prestasi

yang sangat baikr dapal diangkai untuk masa jabatan yang ketiga.

PasaJ 51

Pemhagian tugas dan wewtnang anggota üircksi Pcruinda diatur daiarn
anggaran dasar.

Pasa! 52

Jatatan anggota Direksi berakhir apabila anggata Öireksr
8- meninggal dunia;
b. mesa jabatannya beralchir; atau
c. dibcrhcuükïm scwakLu-waklli.

Pasal 53

{ l) DaLam hal jabatan anggota Direfcsi berakhir karena masa jabatannya
berakhir sebagaimana dimakaud dalam Pasai 52 huruF b, anggota
Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir mase
jabaLan paling lambal 3 (tiga) bulan sebclum berakhir masa jabatannya.

(2} An^ula Direksi sebagaimene dimaksud pada ayat (I) wajib metaporkan
sisa pclaksanaan tugas pcngiirusan yang belum dilaporkan paling
lambal 1 |salu) bulan tttelah berakhir mesa jabatannya.

(3] Iiapnran sebagaimana dimaksud pada ayal (2) sebagai daiar
pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau mcmbcrhentilcan
anggola Dirrksi,

(4) Laporan pcngunisan lugas akhir masa jabacan anggpta Direksi yang
berakhir masa jabatannya dilaksanakan TClrlab hastl audh dtngan
tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akurtan publik dan
disampaikan kepada KPM.

P8sal 54

(l) Dalam hal jabatan anggota Dircksi berakhir karena diberhentikan
&ewakru-waktu whagaimana dimaksud dalem Pasal 52 huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib dÏKTtai alasan pemberhenLiam

(2) Ptmbcrhcn(ian Direksi sehagaimana dimaksud pada ayat (I|
dilakukan apabila herdasarkan data dan infnrmasi yang dapal
dibuktikan sccar» sah> anggota Direksi yang bersangkutsn:
fi. tidak dapat meiaksanakan tugas;
fct üdak melaksanakan ketentuan pcraluran perundang undangan;
t terlibal dalam tindakan keeurargen yang mengakihaikon kerugian

pada Ptrumda, Negara., dan/atau Dacrah;



d. dinyalakan bersalah dengan putuson pcngadilan yang telah
mempunyai kckuatan hukum tetap,

e mengundurkan diri;
£ tidak hgi memenuhi persyaratan sebagai img^oia Direksi sesuai

dengan ketentuan peraturan penjndang-undangan; dan/alau
g ddak tprpilïh lagi karena adanye pembahan kebijakan Pemurintah

Dftteah dalam hal rcstrukturiBasi, likvidasi, akuisisi, dan pembubaran
Perumda

P&sal SS

Dircksi diberhenliken oleh KPM.

Pasai 56

11} Anggpta Direksi dilarang memengkn jabaton rangkap sebagak
a. anggnta Dircksi pada 3UMD lain, badan usaha milik negara, dan

badan usaha milik swasta;
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketenloan peraturan pmindang-

undangan; dan/OtaU
c. jabatan lain yang dapai menimbulkan kondik kepentingar^

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dikenai
eankst administrat iT berupa diberhcnt.ikan sewaktuwaktu dan jabatan
sebagai anggota Dircksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagairmna dimaksud pada ayat (2) lidak
ihlaksanakan okh KPM paling lama 20 |dua puJuh} han kerja sejak yang
bersangkutan diangket memangku jabatan ban.1 scbagai anggota
Dircksi, jabatan yang bettengkuian scbagai anggata Dlnksd dinyatakan
berakhir.

Pasal 57

(1) Angara Dineksi wajib dengan itikad balk dan tanggung jawab
menjalariksti tugas tinluk kepenlingan dan usaha Perumda.

(2| Setiap anggple Dircksi bertangguns jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersungkutan bersalah atau iatai mcnjalank&n tugasnya sesu&i
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayaL (1).

(3} KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap angget^ DLteksi
yang karena kcsalahen stau kelalaiannya mEiumbulkan kerugian pada
Perumdo kecuali anggeta Dircksi yang bcrsangkuUin menggnntj
kerugian yang ditimbulkan terrcbui dan diselorkan ke rekening kas
umum daerah.

Pasal 5B

(L} Pcnghasilan Dircksi ditetapkan drh KPM.

(2) PcnEhaanatl anEE^bi Direksi sebagaimana dimak&ud pada ayat (1) paling
banyak terdiri atae:
a. ÈPjG
b. tunjangan;
e. fesilitas; dan ƒ atau
d- tandem &tau insentif pektrjaan



(3] Kctmhian lebih lanjul mengenai penghasilan anggoïa Direkai diatur
dalam Peraturan HupaüL

PasaJ 59

(IJ SegaJa kepumsan Direkei diambil daJam rtipai Direksi.

(2) Dalam keadaar tertentur keputusan Direksi dapet diambil di luar rapat
Dirrksi sepunjang sduruh anggota Dircksi setuju tentang cara dan
maten yang dipulUtfkan,

(3j Dalam setiap rapat Dircksi djbunt risalah fiipat yang berisi hal yang
dibicarakan dsn diputuskar^ termasuk apabüa terdapat pernyaman
ketidaksetujuan angguia Dirtksi.

Püstd 60

(1} Dalam hal terjadi keRnsongan jabatan scluruh anggota Direksi,
pclaksanaan tugas penguru^an Perumda dilaksanakun öleh Dewan
PengawHS.

(2) Dcwftn PcngHwas dapat menunjuk pejabal dart internal f’trumda untuk
mem bantu pdaks^naan tugas Dircksi sampai dengan pengangkatan
Direksi defmitif paling lama 6 (enam) hulan.

|3| Dédain hal Eer^adi kekosongan jabetan seluruh anggota Direlcsi dan
sciunih anggota Dewan Pcngawas, pengurusan Pcrumda dilaksanakan
clch KPM.

(4) KPM dapal menunjuk pejabat dari interna! Ptrumda untuk mem bantu
pclaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan penggngkalan
anggota Dewan Peng^was dan anggnta Direkai dcfmiüf paling Lama 6
(enam) buLan.

Pasai 61

(1) Angguta Direksi tidak berwenang mewakili Pcmmda apafafla:
a tcijadi perkara di pengadilan antare Perumda dengan anggpta Direksi

yang bersangkutan; dan/atau
6 anggcia Dirrksi yang bersangkuian metnpunyai kepentingan yang

hertenLangan dcngEin kepentingan Perumda

(2} Dnlam hal terjadi keadaan sebagaimana dimakaud pacia ayat (1), yang
berhak mewakili Perumda yaitu.

unggota Dircksi lainnya yung ridak mempLinyai benturan keprnt ingun
dengan Perumda;

h Dewan Ptngawas dalam hal seluruh tmggota Dirck sr rticmpimytii
benturan kepen üngpn dengan Perumda; atau

c pihak lain yangditunjuk öleh KPM dalam hal scluruh anggpta Direksi
atau Dewan Pcngawas tnempunyai bcnluran kepen li ngan dengait
Ptrumda.

V’ L? H J
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RAR VII
PEGAWAJ

Pasal 62

Pengangkataru pc m be then tian, krdudukanr hak, dan kewajiban pcgawai
Pterumda ditetapkan berdasarkan perjanjian k«ja sesuai dengan keientuan
pcrat liras I perundang undangan yang mcngatur mcngenai kelcnagakerjaan.

Pa$aJ63

(1) Pegawai Pcrumda njcmpcrokh penghasitan yang add dan layak scsuai
dengan beban pekeijaanh tanggung jawab, dan kinerja.

(2| Direksi mcnctapkan penghasilan pegawai Pcmmda scauai dengan
rencana kerja dan anggaran Perumde

(3) Penghaititan pegawai Ptrumda paling hanyak rendiri atas:
a RPjt
b. LLtnjangan ;
c. fasLÜLas; dan/ateu
d. jasa pr&duksi atari insentif pekcrjaan,

{4} Keten man lebih lanjut mengenai penghasitan peg^wai Fferumda diatur
datum Peraturan BupatL

PasaJ64

Perumda wajib rnrngilojisertQkan pegawal Ptrumda sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 62 pada program jaminan kcsehatan, jaminan hari tua^ dan
jamintm 8OÜ1 lainnya scsuai dcngan ketenman pcraturan perundang-
undangan.

Pasal 65

(1) Perumda metaksanakar pmgrani peningkalan kapasitas sumber daya
manuaia untuk mmingkankan kualitas pegawai Prnjmda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62.

(2) Sumber prndanaan program peningkalan kapaaitas aumber days
manuka sebagaimana dimak^ud pada ayal (1) berasnl da ri bagian laba
uaaha yang dikuasai olch Ptrumde.

Pasal 66

Pcgawai Reninida dilarang menjadi pengurua parmi politik.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KÜMITE AUDIT, DAN K0M1TE LALNNVA

Bagian Kesatu
Saman Ptngawas Intern

I’asaJ 67

(1) Perumda mcmbenink satmui pengpwas intern yang menjadi apaiat
pengawaa intern peruaohaan.

"K/.Éhyï-
t fl .



(2) Satuan pengpwas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oteh storing kcpala yang bcrtanggung jawab ktpada direklur Utame,

(3) Pcnfiangkaian ktpain satuan pengawas intern sebogaimnna dimaksud
pads ayat {2| dilakukan sttelah mendapatkan pertimbangan dari Dcwan
Pengawas.

Pasal 68

Satuan pengawas intern mempunyai Lugas:
a. membantu direktur utama dalam meiaksanakan pemcriksaan

dar keuangan Pcmmda. mcniiai pengendaiian, pcngclolaan.
dan peisksanaennya paria Ptrumda, dan membcrikari satan perbaikan;

b memberikan kcltTangan tentang hasil pcmrriksaan atau hasil
pelaksanaan tugas salutm pengawan intem sebagaimana dimaksud p&dö
huruf a kepada direktur utama; dan

c. mcmoniLur lindak lanjut alas hasil pcmeriksaan yang uelsh diJaporkan

Pasal 69

(Ij SalUan pengawas intern, memberikin laporan atas hasil pelaksanaan
tugas kepada Direktur utan» denman tembuson kepada Dewan
Pengawos.

(2) Satuan pengawas intern dapal mciïiberikan ketemngan secans langsung
kepada Dewan Pengawas atas Lapüran sebagaimana dimaksud pada ayat
UI*

Pasal 70

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemenksaan satuan pengawas
intern kepada selumh nnggüta Direksi, Untuk selanjutnya
diLindaklanjuti dulam rapaL DircksL

(2ï Dirckai wajib mcmpcThalikan dan aegera mengambil langkah yang
dipcrlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan didam setiap laporan
hasil pemcriksaan yang dibuat nkh satuan pengawas intern r

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugasnya, jsatuan pengawas intern wajib menjaga
kelanmran tugaa satuan or^anisaai lainnya dalam Perumda sesuai dengar
tugas dan langgung jawabnya maaing-masing.

Bagjan Kedua
Komitr Audit dan Komite Lainnya

Pasa! 72

(1) Dewan Pengawas membentuk humite audit dan komite lainnya yang
beke^a «rara kotektif dan brrfungsi membanlu Dewan Pfengawaa dalam
mdaksanakun tugas pengawasan-

(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimanu dimaksud pada ayat (1)
beranggütakan unsur mdependen dipimpin oteh scorang enggota Dewan
Pengawas.

:ppp_ly^
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(3} Kemite audit dan kernite lainnya srbagaimana dimaksud pada ayat (1]
dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan aatuan
pengawas intern.

Pawl 73

Krnnitc audit mempunyai tugas:
a membanLu Dcwhii Pengawas dalam mcmasLikan efekLivitas sistem

pengendaiian intern dan efekliviras pelaksanaan tugas ckstrmaJ auditor;
h mcnilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilak&anakan oieh

saiuan pengpwas intern maupun auditor ekstemal:
c. membenkan rekomendasi mengenai penyempumaan sistem

pengendadian manajemen aorta pciaksanaannyfl;
d. memastikan tclah terdapai pmsedur reviu yang memuaskan terhadap

bcgaJu Uifannasi yang dike!uarkan Perumda;
e mclakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan

Pcng^was; dan
[ melaksanakan tugas lain yang terkai! dengan pengawasan yang

diberikan oleh Dewan Pengawas,

Pasa] 74

JI) Dalam hal keuangan PerUfrida udak mampu membiayai pelaksanaan
tugas knmite audit dan komite lainnya, Perumda dapat tidak
membentuk komite audit dan kumite lainnya.

(2) Dalam hal tidak dibentuk komitc audit dan konntc lainya dengan
pertimhangan sebagainmna dimaksud pads syat (1 1, fungsi komitE audit
dan komite lainnya ddaksanakan oteh satuan pengawas intern.

Basal 75

Ketentuan lebih lanjut rnengenai satuan pengawas intern, komitc audit, dan
komitc lainnya diatur daJam Peraturan Bupali

BAB IX
PKRENCANAAN, OPERAS1ONAL, DAN PELAPÜRAN PERUMDA

Bagtan Kesntu
Pcrcneanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis Perumda

Pasal 76

|1| Dircksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalmu
jangka waktu S {lima) tahun.

(2| Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedildt
memuHt;
a. evaJuasi basil rencana bisnis sebelumnya;
b, kondisi Perumda saat ini;
c. vang dipalcBl dalam penyusunan rcncana bisnis; dan
d. penetapan visi, misi, sasaran, sLrategu krbijakan, dan program kerja.

(3| Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnia kepada
Pcnj^was untuk diiandatariEani bersama.

léltz



(4) Rencann bism? yang tclah ditandatangani bcreama Dewan Pengawas
disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan peugesahan .

(3) Rcncana bisms scbagaimana dimaksud yada ayat (1) menjadi dasar
perjanjian kontrak Idnerja.

(6) Rencana bianis sebagoimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada MtnLeri,

Paragraf 2
Rencana Kerjs dan Anggaran Perumnda

Pa«d 77

(1) Direksi wajib menyiapkan rcncana kerja dan anggaran yang menjadi
penjabaran tahunan dan rcncana bisnis.

(2) Rencana keija dan anggaran sebagaimana dimaksud pads ayat (1 ) paling
bedikit memuat rcncana rinci program dan anggaran Lahunan .

(3] Direksi menyampatkan rcncana kega dan anggaran kepada Dewan
Pengswas paling lambat pada akhir bulan November unruk
dicandamngani bersama.

[4] Rcncana kerja dan anggaran yang tclah dilandatangani bersama Dewan
l'tngawas disempaikan kepada KFM untuk mendapatkan pengrsahan

PasaE 7ft

Ketcntuan lebih Unjul mengenm rcncana bisnis dan rcncana kerja dan
anggaran Perumda diatur dalam Peraturan Bupati-

Ftagian Kedun
Opcrasionai Pemmda

Paragraf i
Standar Operasional Proscdur

Pfcsal 79

(If Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan siandar operational
prosedur,

(2) Standar operasicnal presedur diauaun olch Direksi dan disetujuJ alch
Dcwan Pengawas.

(3] Standar opcrasianeJ prosedur hams memenuhi unsur perbrnkon wears
berkesinambungan.

(4} Standar operational prosedm sebagpimana dimaksud pada ayat (3}
paling sedikit memuat aspek:
a. organ;
b. organi&asi dun kepegowaian,
c kcuangan;
d. pelsyanan pclanggttn;
c. rcsiko bisnis;
fr pengadaan barang dan jasa;

ppp
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g. pengelolaan harang;
h. pemasaran; dan
L pengawasan.

(5) Standar Operational pm^tdur ^ebngaimnrn dimaksud pada ayat (4)
hams audah djpenuhi paling lamhaL 1 Jsatuj tahun sejak pendirian
Perumda.

{6) Standsr eperasEnnaJ prosedur scbagairmm dimaksud pada ayat (4}
disampaikan kepadö Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tala KdoJa Ptrusahaan Vang Baik

Pasai 80

fl) Pengurusan Pcramda dilaksanakan sesuai dengan Lala kdula
perusahnan yang baik.

(2) Tala kelda perusahaan yang baik scbögaimana dimaksud pada ayat (Ij
terdiri atas prinsip:
a transparant
ti akuntabilitas;
t pertanggungjawabam
d kemaodirian; dan
t kcwajaran,

(3) Renerapan tata kclola perusahaan yang baik ötbagalmfliia dimaksud
pada ayat (2 j bertujuan untuk;
a. mencapm (ujuan Perumda;
h. mengoptima Ikan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing

yang kueLh baik uetara nasionaJ maupun inttmasianal;
c mendorong pcngclclaan Perumda secana proFesional? efi$ienb dan

efektif, serta memberdayakan Vungsi dan mcningkaikan kemandirian
organ Ptrumda;

d. mrndorvng agar ur^an Perumda dslam membmi kcpuiusan dan
mcnjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan pmindang-undang#nt serta kesadaran
tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku krpcniingan
maupun kdcslarian lingkungan di srkiuir Perumda;

t meningkatkan kontributi Perumda dalam pcirkonomian nasional; dan
L meningkatkan iklim usaha yang knndusiF bagj perkemhangan

invesLaai nasionaJ,

(4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimAna dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) ditetapkan olch Dircksi-

{5} Pencrapan lata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambai 2
(dua| lahun serelflh Pierumda didirikan.

Paragraf 3
Pengndaan Banmgdan Jesa

Pasal 81

(1) Pengadaan bareng dan jasa Prrumda dilaksanakan memperhatikan
prinsip cfiEicnsi d&n transparant^



f2) Ketentuan lebih lanjul mengenai pcngadaan Harare dar jasa Perumda
dialer dalam Peraturan Bypath

Paragraf 4
Kcrja Sa ma

Pasal 82

(1) Perumda. dapat mclakukan Rerja wme dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hams SflUng
mengunturigkan dan. mrlindungj kepen tingati Pcmcnntah Datrah,
rtiasyarakat tuas, dan pihak yang bektrja sa ma¬

ts) Pdaksanaan ketja sama Perumda drngan pihak lain mcnjadi
kewenangan Uitïksi wsuai dengan niekaiiisme internal Perumda.

(4) Dalam hal ketja sama bcrupa prndayagunaan aset Letup yang dimiliki
PcrUmda, kerja sama dünaksud dünkukan melalui kcija Sama aperasi.

(5} Keija sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas beriaku
ketentuan;
a, disetujui oleh KPM;
b lapnran keuangan Ptnimda 3 (tige) tahun tcrakhir dalam kcadaan

schal;
c Lidak bült-h rnelakukan penyertaan müdal berupa tanah dari Penimda

yang bcrasal dari penyertaan modal Daurkh ; dan
d tnemiliki bidang usahayang menunjanE bisrun ulama_

(6) Ptnimda mempmoritaskan krrja sama dengan BUMD milik pemcrintah
darrah lain dalam rangka mendukung kerja buma daerah.

(7) Pemenntah Daerah dn pat membtrikan penugasan kepada Perumda
untuk mcïaksanakan kerja sama.

|8j Kctcntuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pemmda diatur dalam
Prratuian Bupati.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 83

(I) Perumda dapat mclakukan pinjaman dari lembaga keuangan,
pemerinlah pdsat, Ptmerintah Datrah. dan surnbrr dana lainnya dari
daJam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

{2] Dalam hal pinjaman sehagaiTnana dimaksud pada ayat (1}
mempersyaratkan jamimn, aset Pemmda yang bcrasuJ dari hash usaha
Perumds dapat dijadikim jaininan untuk mcndapatkan pinjaman .

(3| Dalam hal Pcrumda mclakukan pinjaman sebagaimana dimaksild pada
ayat (1) krpada Ptmerintah Daerah. tidak ±perayaratkan jaminan r

(4) Keten n tan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumdn diatur dalam
Peracuran Bupeü.



Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraï I
PelaptirHn Dewaii Pengawas

Pasal 84

(I) Laporar Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulsn dan Faporsn
tahunan.

{2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
avat (1 1 paling scdikit tardiri dan laporan pengawasan yang disampaikan
kepada KPM.

(3) Laporan triwular sebagaimana dimaksud pada ayat f2} disampaiken
paling lambat 30 (tiga puluh) hari ketja setelah akhir Lriwulan
berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) disarnpaikan
paling tambal 90 (sembikm puluh) hari keija setelah tahun buku
Pcnuinda dilülup,

(5| Laporan tahunan scbagaimana dimakaud pada ayat (4) disahkan oleh
KPM,

(6| Dakun hal tcrdapat Dewan Rcngawas lidak menandatangani laporan
tahunan schagatmana dimaksud pada ayat (4) haws discbuikan
alasannya sccara lertul^-

(7) Ketentuan lebih Lanjut mrngertflj tata cara prnyampaÈsn dan
pcnycbarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaparan Dirrksi

Pasal 85

(1) Laporan Dircksi lerdin dan laporan bulanan, laporan triwulan dan
laporan tahunan.

(2) Laporan butenan dan Laporan iriwulan scbagaimana dimaksud pada
ayat (I) rerdiri atas laporan kcgiafan opcrasional dan laporan kcuangan
yang disamp^ikan kepada Dcwan Pengawas.

(3| Laporan tahunan aebagaimana dimaksud pada ayat (1} lerdiri atas
laporan kcuangan yang tebh diaudil dan laporan mfinajemen yang
ditandaLangHHi Iwrsama Dircksi dan Dewan Pcngawaö-

f4) Laporan triwuUnan dan Laporan tahunan sebagsJ mana dimaksud pada
ayat (2) dsn ayat (3) disampaikan kepada KPM .

(5) laporan tahunan sehagaxmana dimaksud pada ayat (4) di&ahkan olch
KPM paling Lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari keija sctrlah
ditcrima.



(6| Direksi mempublikssEkan laporan tahunan kepada mauyarakal paling
lamhal 15 (lima belas} hari kerja sctclah Jsporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disahkan clch KPM

(7| Dwlnm hal trrtiapHl Hnggöta Direksi lkl&J( mmrindattuigani Ewponul
uihunan sebugaimana dimaksud pada ayat (3) harus di^buikan
alasantiya srcara tertulis.

(8| Lapnran tahunan sebagatmana dtmaksud pada aval (3] disampoikan
kepada Mentcri.

(9} Krtentuan lebih lanjul mengenai lala cara penyampaian dan publikasi
Eapnran tahunan Direksi diaiur dalam Peraluran Bupaü.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Pcrumda

Pssal 86

(1) Laporan tahunan Bermuda paling sedikit memuat
a. laporan keuangan;
b. Inporan mengenai kegiatan Perumda;
c. laperan pclaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkun^n;
d, rineian masalah yang timbul selama tahun bukuynng mempengamhi

kegjatan usaha Bermuda;
e. Japoran mengenai tugas pengawasan yang teiah dilaksanakan oleh

Dewan Pengpwas sclama tabun buku yang baru lampan;
L nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
g. penghasilan anggnta Direksi dan anggota Dewan Ptngawas untuk

tahun yang baru lumpau.

[2] Laporan kcuangan scbügaimdna dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit memuat:
a. neraca akhir tahun bnku yang baru lampau dalam perhandingan

dengan tahun buku sebelumnya:
h lapuran laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
c iapcnm arus kas;
d lapcran pcrubahan ckuitas; dan
e catatan atas laporan kmangsn.

BABX
PENÜDUNAAN LABA

Pasal 87

(1} PenggLinaan laba Ptrumda diatur dakm anggaran dasar,

(2) Ptnggiinaan Saba Peruinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
digunakan untllk:
a_ pemenuhan dana cadangan;
b. pcningkaLaji kuantltas, kuaütas, dan kcmlinuitas pelayanan rniium,

pclayanan dasar, dan usaha prrinüsati perusahaan umum Darrah
yang beraangkutan;

c. dividcn yang menjadi hak Dacrah;
d, tantiem untuk anggola Direksi dan Dcwan Pengawas;
e. benut? untuk pegawaï; dan/atay
f. penggunaan laba Lainnya sesuai dengan ketenluon peraturan

penindangundangan



(3] KPM memprioriteskan penggungan la ba Perumda untuk peningkatan
kuantitaa, kualitss, dan kontmuitas pelayanan umum, peUyanan das^r,
dan usaha perinlisan Perumda yang bcrraangkulan sctrlah dana
cadnngan dipt'nukt.

(4) Besaran penggunaan laba Fcrumda djtetapkam setiap tahun olch KPM
dengan Peramran Bupati.

Posal 88

(!) Perumda wajib menyisihkan jumlah tcrtentu dari laba bcrsih setiap
tahun buku uneuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimane dimaksud pada ayat |1| wajib
dilakukan sampai dengan dan cadangan mencapai paling sedikit 2Ü%
(dua puluh pcrscnl dari modal Ptrumda,

(3) Kewajibim penyisihan dana cadangan sebagEumana dimaksud pada ayat
(2) bertaku apabtla Perumda mempunyai saldo laba yang positif

|4) Dana radangHU ^mpüi dengan jumlah 20% (dua puluh persen} dari
modal Ptrumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian
Permoda.

|5) Apabila dana cadangan telah mclcbihi jumlah 20% (due puiuh persen)F
KPM dapat memutuskan agar kelcbihan dari dana madangpn tersebut
digunakan untuk keperLuan Perumda.

(6) Direksi harus mEngelola danH eadangan tigar dana cadangan tci^cbut
mempenoleh laba dengan cara yang balk dengan memperhatikan
ketentuan pcraturan pcrundanB-undangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelclaan dana cadangan dtmasukkan dalam
perhitungan laba rugi-

PaKHl 89

Dividen Perumda yang menjadi hak Doerak, merupakan penerimaan Daerah
^rlelah di^ahkan oleh KPM.

Pasal 9G

(l) Tandem untuk Dircksi dan Dewan Pengawas sena bonua untuk pegawaï
paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bcrsih setelah dikurangi untuk
dana cadangan.

{2} Pembcrian lantjem dan bonus yang dikankan dengan kincija PtrUrnda
dianggarkan dan diperhif ungkan setwigai biaya.

Pasal 91

Jika perhitungan 1*ba rugi paria suatu tahun buku menunjukkan adanya
kerugian yang udak dapat dRutup denB^n dana cadangan, kerugian
tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak
mendapat labo selama kcrugian yang tercatat tcraebut bclum seluruhnya
tertutup sesuai deugen ketenluan peraturan prnindang-undangan



PaaaJ 92

{1) BUMD melaksanakan tanEgung jawab sosial dan lingkungan dengan
cara menyisihkan sebagian Laba bersih.

(2) Penggunaan Laba untuk ümggung jawab social dan Lingkungan
sebagatmana dimaksud peda ayat diprioritaskan unfuk keperiuan
pembinaan usaha mikro, u^aha kecil, dan koperasi.

BAB XI
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA

Pasal 93

(1) Pemerinlah Daerah dapst memberikan penugasar kepada Perumda
untuk mendukung perekononiian Daerah dan menyelenggarskan fungsj
kcmanfaatan umum tcrtenlu dcngan tclap mcmperhadkan maksud dan
tujuan Perumda.

{2) Setiap penugasan ^ebagaimana dimaksud pada ayat (1J dikaji bersama
Pemerintah Daerah dan Perumda aebelura mendapatkan

pcrsctujuan dari Kuasa Ftmilik Modal r

(3| Sctiap penugasan scbagaimana dimaksud pade ayat ( 11 daper didukung
dengan pendanaan.

(41 Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bcrupa;
fi, penyertaan mods] daerah;
b. subaidi;
c. pcmbcrian pinjaumn; dan ƒatau
dL hibah.

(5| Perumda yang tnelaksanakan periugpaan hams seoara teg^s metakukan
pemisahan pembukuan mcngenai pcnugaBan LcrwebnL dengan
prmliukuan dalam rangka pencapajan sasaran usaha pcrusahaAn.

(6) Setclah pclakaanaan penuga^an, direksi wajib mcmbcrikan laporan
kepada KPM

(7) Setiap penugasim scbagaimana dimakaud pada ayat (1) ditetapkan
den^rtn peraiuran bupaü.

BAB XII
EVALUASI, RESTRUKTURISASl, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 94

(l|Eva]uasi Perumda scbagaimana rltmaksud pads aya I (I) dilakukan
sckurang-kurangnya I (satu) tabun ackitli,

|2| Evnlua» bcbagainiana dimaksud pada ayal (2) dilakukan okh:
a Ptrumda; dan/atau
b. PEmcriTilah Daerah; dan/atau
u kcmrntenan/ tembaga pemerintah non kernen tenan.

(3) Rveiuasi yang dilakukan okh kementenan/ knibags pemerintah
noiikementErian scbogaimana dimaksud pada ayst (3} bumf ct
dilakukan sesuai dcngan kctcntuan peraturan pcntndang-undangan.



(4) Evsluasi setmgcdmnna dimaksud pada ayat (2) sckurang kurangnyn
melipulL
a. peniïeian küierja;
b. pcnLLaian tin^kat kuschatan; dan
c. pcnilaian pdayanan-

(Ij PeniLaian tingkat ke&ehatan menjadi toJokukur kineija Perumda.

(2| Heniïaian dngköt k&sehafan dilakukan setiap taJiun oieh Pemmda dan
disampaikan kcpsda KPM-

|3j Pendaian tingkal krschatan Perumda menjadi dasar evaluasi Perumda

(4| Bupati menyampaikan hnsiJ pcnüaian tingkat kefwhatfln Imparts
Mcnteri.

Pasal 96

Ketcntuan lebih lanjut mengened evaiuasi Perumda diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Kedua
Rcsfrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Rcstnïkturisasi

Pasal 97

(1} Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehalkar]
Perumda agar da pat beropcrasi stcara efisien. akuntabel, transparan.
dan pmleskmal.

(2| Restmkturisasï sebagaimana dimaksud pada ayat (1] bertujuan untuk;

a. meningkatkan kinerja dan nüai Perumda;
b. memberikan manfeat berupa dividert dan pajak Repada negara dan

Daerahp dan/alau
C- menghaailkan produk dan layanar dengan hargu yang kompetitif

kepada konsumem

(3) Resliukturisasi düakukan terhadap Perumda karena terus-menerus
mcngalami kerugian dan kerugian lersebut mengancam kelangsungan
usaha Pcnjmds.

(4) Restrukturisasi dilaksan^kan dengan memperhatikan efisiensi biaya,
manfaat, dan resiko.

Psj-agrar 2
Cakupan Restruknirisasi

PaaaJ 93

(1} Rcstruktunsasi mrliputi rvstrukturisass ntgulasi dan/atau
reslruklurisasi perusahaan-



(21 Restrukmrisasi sebagahnana dimaksud paria ayat (1] ditaksanakan
melalqk
a. reslrukturi&asi internal yang mcncakup ktuangand manairmen.,

ctpcrasiontd^ sistrm, dan prosedur; dan
b. pcnalaan hubungan fungsionaJ antarn Pcmenntah Daerah dan

Pcrum.da unluk mcnclapkan arah datum rangka pclaksanaan
kewajiban pelayanan publik.

(3) Keten man lebih lanjut mengenai restrukturisasi diamr dalam Peratu ran
Bupati.

Bagian Ketiga
Ptrubehan Bentuk Hukum

Pasal 99

(1) Ptrumda dapar metakukan perubahan bentuk hukum.

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pads ayat (LJ dalain
rangka mencapai tujuan Ptrumda dsn restukturisasi.

(3) Perubahan bentuk hukum Perumda sebagaimans dimaksud pads ayat
(Ij bcrupa perubahan benluk hukum Pemnada menjadi perusahaan
pcrscroan Darrah.

|4) Perubahan bentuk hukum Ptrumda ecbagaimana dimaksud pads ayat
(1) ditetapkan dengan Picraturan Dacrah.

(5) Ketenman lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum Perumda
diatur datam Peraturan Bupaü.

BAB XIII
PENGGABU NGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAUHAN, DAN PÈMBU BARAN

Pasal 100

|1J Penggabungan dan peleburan Pcrumda dilakukan terhadap 2
BUMD atau lebih.

(2) Pcrumda dapat mtngarnbil alih BUMD dan/atau badan usaha lamnya

Basal 101

(1J Pembubaran Ptrumda dapat dilakukan berdasarkan krtrntuan
Perafuran PerundangUndangan dan ditetapkan denman Ptraturftn
Daerah.

(2) Fungsi Perumda setelah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diJak&anakan oleh Pemerintah Dacrah.

(3j Krkayaan daerah basil pembubaran Perumda dikembalikan kepada
Daerah

Pasal 102

Penggabungan, peleburan, pengaHibilalihan , (tan pembubaran Ptnimda
dilakukan berdasarkan basil analisis invettMt, pemiaian tingkat kcschaUn,
dan haail evaluasi Ptrumda r



BAB XIV
KEPAEL1TAN

Pana I W3

(1) Prrumda dapat dinyatakan pailn aesuai denman ketentuan pcreturar
pcTUndang-undan^an „

{2} Dircksi l^cnimda hanya dapat mcngajukan permohonan kcpada
pcngadilan agar Ptrumda dinyatakan paiht setclah mcmpcmirh
pcrselujuau dan Bupati dun DPRD.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kcsnJahan atau kdaJaian Dircksi
dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kcrugian akibat
kepailitan tersebut, sedap anggpta Dircksi bertanggung jawab sccara
ranggung renteng atas kerugian dimaksud.

H) TanggUng jawab ^cbag^imana dimaksud pada ayat (4) beriaku juga bagi
anggtjra Direksi yang salah atau la lai yang sudah tidak menjabat 5 {lima}
tabun scbeSum Rrumda dinyatakan paiiiL

(5) Anggola Direksi yang daps I membuktikan bahwa kepailitan bukan
karena kesoJahan alau kelalaiannye cidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kemgian dimaksud.

Pasal 104

UI Asci Pcrnmda setelah diny&takan pajJit dipergunakan unLuk mdayani
kebuiuhan dasar masyarakat, Femerintah Darrah mrngambil alih aset
teraebui uniuk melayani kebutuhan dasar masyarskat timpa mengubah
tnjuan dan Eungai asel yang bensangkuten

Dalam hal Prmcrinlah Daerah Odak dapat mengambil alih aset yang
dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat
schagaimana dimaksud pada ayat (T), Pemenntah Darrah wajib
[Tienyediakan kebutuhan dasar masyankat dimaksud.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bapan Krsatu
Ptmbi naan

Pasal 105

(tj Pemenntah Darrah melpkukan pernbinaan terhadap pengurusan
Perumda.

(2| Pttubinaan sebagaiman» dimakHUd pada ayal (1) dikkaariEikan oleh:
a Sckrriarrs Daerah;
b pejabaL pada Ptmerintah Dacrah yang melskukan fungsi pembanaan

teknis BUMD;
g p^abat pada PcmcrmLah Dacr»h yang mclaksanukun fung&i

pengawssan atas permintaan Sekretaris Darrah,



Pasal 106

Sckretans Darrah melaksanakan pembinaan terhadap pengurasan
Ptrumdö pada krbijakan yang bersilat strategis.

Pasa] 107

Pejabal pada Pcmrrinlah Darrah yang mclakukan fungsi pembinaan teknia
BLfMD mrttipunyai Tugas mdakukan:
a. pembinaan organisasi, manajemen, dan kcuangan;
b. pembinaan krpengurusan;
c. pembinaan pendayagunaan aset;
cL pembinaan pengembajigan bisnis.
e. monitoring dan evaluasi;
f. gdminiAtra&i pembimifui; dan
g, fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Ducrah

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 108

(1} Pengawasan terhadap Perumda dilakukan tmtuk mtncgakkcin lala
kcloJa pernsahaan yang baik.

(2) Pengawaaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diiakukan olch pengawasan
internal dan pengawasan ekstemal.

(3) Pengawa^n internal sehagaimana dimaksud ayat (2) ditakukan olch
satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau konute lainnya.

|4| Pengawasan ekstema] djlakukan olrh Pemerinfah Daeroh yang
dilaksanakan olch pejabat pads Pcmcrintah Darrah ydn£ ffielaksanakan
fungal pengawasan.

Pasa] 109

Kctcntuan lebih lanjut mergenai pembinaan dan pengawasan Pcrumda
disnjr dalam l^cmlurar Bupali

DAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pbsal 110

Remmda dapat berhimpun dalam asoaUsi ÖUMD atau dcnppr nama lain
sesuai dengan kc lentnan pemruran pemndang-undangan.

BAB XV]

KETENTUAN PERAUHAN

Pasal Hl

Kclcmbegaan Perusahaan Daerah Air Minurn Litnau Kunci sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yang Seat ini ada tetap dapat dijaiankan dengan
ketentuan paling lambet I {sstuj tahun wajib mmyrsuaikan bertlasarkan
Peraturan Dacrah ink



PasaJ 1 12

Scania kekayaan dan hutang baik berupa aset, ncraca aktiva dan pAAtVA,
maupun benluk kekayaan lainnya yang sebclumnva dikuasai oleh
Pcrusahaan Daerah Air Minum Limau Kund sebagpimana dimaksud dalam
Pasal 2 dialihkan kepemilikan dan pcngunsaantpy^ kepada Rerumda.

BABXVlï
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah mi mulai beriaku, maks:

a Peraluran Daerah Knbupaten Lampung Baral Nemor 12 Tahun 1995
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum |PDAM| Kahupsten
Daerah Tingkat II J^mpung Raral (Lenibaran Daerah Köbupaten Daerah
TingkaL II Lampung Barat Namor 53 Tahun 1996 Seri D); dan

K Ftraturan Daerah Kabupalen Lampung Barat Numw 05 Tahun 2010
tentsng Pengelolaan Pmisahaan dan Pelayanan Air Btrsih Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat
{Lcmbaran Daerah K^bupatcn Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 05),

dicabut dan dinyatakan cidak bertaku.

Pasal 1 14

PcraLuran Daerah ini mulai bertaku pads tanggal diundangkan.

mengetahuinya, tnemerintahkan pengundangan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Diletapkan di Liwa
pada tanggal 2021
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAM PUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM UMAU KUNCI

L UMUM
Pcmenutian kebufuhan air bersih bagi masyaraku merupakan haJ yang
fundamental terprnuhinya kebuCuban tcrscbui shttih dengan pemenuhan
salah Mtu hak asasi manuka yaitu kehidupan yang layak. Pemerintah
dacrah Kabupaten Lampung BaraL tclah mengupayakan pemenuhan akan
air bersih lersebut melalui pembentukan Perusahaan Duerah Air Minum
Liman Kunci. Akan letapi, berdasarkan perkembangan paradigma hukum
atas Badan Usaha Mllik Dnerah yang diusung melalui Undang-Undang
Ncmcr 23 Tabun 2014 tenting Pemerintah Daerah Dan Prraluran
Ptmerintah Nomar 54 Tahun 2017 tenting Badan Usahe Mibk Dacrah,
berkonsekuensi logis pada kebutuhan penyesuaian bentuk kelembagpan
dari pcrUMhaan daerah tcrscbui Dengan adanya pen]bahan kelembapBLin
nienjadi Ptrusahaan Daerah Air Minum Umau Kunci menjadi pemsahaan
umum daerah, diharapkan kineiji dan Perusahaan Umum Daerah Umau
Kunci dapat mcraih basil dan berfiingsi secara optimal.

1J. PASAL DEMI PASAL
Fasai 1

Cukup Jclas
Paeal 2

Cukup Jelas
P&üal 3

Cukup Jelas.
PasaJ 4

Cukup Jclas.
Pasai 5

Cukup Jcias-
Pnsal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jcdas
Pasal 3

Cukup Jclas.
PasaJ 9

Ayat {!)
Cukup Jelas.

Ayat (2 j
Huruf a

Yang dimaksud dengan ^APBD" meNputi pula prvytk
APBD yang dikelola oleh Pcrumda dan/atau piutang
Daerah pada Pcrumda yang dijadikan sebagai penyertaan
modal Daerah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan 'konversi dari pinjarrLan" adaUih
pinjaman Daerah yang dikonversi daJam bentuk
penyertaan modal Daerah puda Ferumda.



Ayat {3)
Huruf a

Cukup Jrlas,
Huruf b

Cukup Jelas.
Hunjfc

Yang dimaksud dengan ^sumtwtr lairirtya- adalah
pinjaman yang berasal dan lembaga kcuangan bank aUu
nonbank scsuai denman ketentuan prraturan pcrundanE-
undangan.

Ayai (4}
Cukup Jeias.

Ayat (5J
Huruf a

Yang dimakslid dcngan “kapitalisasi cadangar/ adaiah
pcnambahan modal d isetor yang berasal dari cadang^n.

Huruf b
Yang dimaksud dengan revalues! aset*
adalah sebsih revalue a&et yang berskibal naiknya nilai
aset.

Pasal 1Ü
Cukup .letaa

Pasal 1 1
Cukup Jcias.

Pasal 12
Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jdaa-

Huruf b
Cukup JrLas.

Huruf c
f^rnu^aaan I'bmeriniah Daenah kepudu Bermuda, hams
diseau&ikan dengan jenis penugaaan Pcmcnnfah Daerah
dan tujuan Perumda.

(2}
Yang dimaksud dengan ^rrncanH bisnis Pcrumda’ adalah
rincian kegmtan dengan jangka waktu paling singkar 3 (tiga)
i&hun aLau yang di^ebut bussiness pkin.

Pasal 13
Cukup Jclas,

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup JcJas,

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal LB
Cukup Jelss.

Pasa] 19
Cukup JeSas.

Pasal 20
Cukup Jelas,

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jclas.



Pösal 23
Cukup Jelaa

PasaJ 24
Cukup Jelae,

Pasal 25
AyaL (1)

Yang dunaksud dcngan "unsur independen' adalah ajiggola
Dewan Pengawas yang dduk ada hubungan keluai^ atau
hubungan bisnis dengan Dircksd

Ayat {2}
Cukup jelas

Ayat (3|
Cukup jclas

Ayat Hl
Cukup jelas

AyaL (5|
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasel 28
Ayal 1 1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud denman J leurt baga profesional'' adalah [embaga
pemerintah Btan swasxa yang berkompcLcn dibidangnya.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 29
Ayat (Ij

Cukup Jclas-
Ayat p|

F^n^uiRkatan anggüta Dewan Pfengewas üdak bersamaan
vi'sktunys drn^n [Kingangkatari anggata Dircksï diweksudkan
untuk menghindari terjadinya kekosongan kcpcngürUsan
Perumda.

Ayat (3)
Cukup Jeias.

Ayat f41
Cukup Jelas,

Ayal (5)
Cukup Jelas.

PasaJ 30
Cukup Jelas.

P:^] 31
Cukup Jelas,

Pasai 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.



Pasal 35
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas,

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas,

Hunifc
Cukup Jelas.

Huruf f
Ketentuan perttturan pcrundang-undangan seperti
U ndang-U ndarg Nr^rnor 23 Tabun 20(4 ten La ng
Femerintahan Daerah yang tnrngatur bahwa anggota
DPRD dilarang merangkap jabatan sehag^j pcgawai
BUMD stau badan lain yang anggarannya bersuniber dari
APBD,

Huruf g
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Ayat (I)

tang dimaksud dengan "mcmangku kbih dari 2 (dua) jabatar
anggata Dewan Pengawas dan/atau anggota Kumi^aris’ adalah
pbaton yang dieandang olch Dewan Pengawas Ptrumda pada
badan usaha lainnya.

Aya I (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasa] 38
Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan da pat memmbulkan konflik
krpentingan* adaJsh kondisi anggota Dewan Pengawas
yang memiliki kepen tingpn pribadi Untuk mcnguniungkan
diri sendiri dan / atau orang lain dalam penggunaan
wewcnaitg sirtiingga dapal mempcngaruhi tietralitas dan
kuabtaa keputusan dan/atau tindakun yang dibuat
dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat {3)
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jclaa

Pasal 40
Cukup Jelas.



Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas

PasaJ 43
Ayat (1)

Cukup Jelas,
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kcadaan tcrtentu' adalah keadaan
mendesak yang membulubkan keputusan secara cepat dan
üdak mungkin diadakan rapat,

Ayat (3)
Cukup Jelas.

PasaJ 44
Yang dimaksud dengan “penguruaan* adalnh kegiatan yang dilakukan
oleh Direksi dalam upays mencape i maksud dan tujuan Perumda.

Pawl 45
Cukup Jelas.

PasaJ 46
Cukup Jelas

PasaJ 47
Ayat (l)

Cukup Jelas
Ayat (2}

Yang dimaksud denman ‘lembaga profcsiorlar adalah Icmbaga
pcmcrinlah atau swasts yang bcrknmpclcn dibidangnyar

Ayat (3}
Cukup Jelas.

Pasa! 4H
Ayat(l)

Yang dimaksud denman ‘kontrak kinetja" adalah pernyataan
kewpflkamn dengan perusahaan [statement of corporate uitent)
yang memnat an(ara kun jaiyt atau pemyalaan Direksi untuk
mcmcnuhi target yang ditetapkan ukh KPW.

Ayat (2}
Cukup Jeias.

Ayat (3)
Cukup JeLas,

Ayat {4}
Cukup Jelas.

PasaJ 44
Cukup Jclas.

PasaJ 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

PasaJ 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas.

PasaJ 5ö
Ayaifl}

UuruT a
Cukup Jelas.



Hunif b
Cukup Jefas.

Hunif c
Yang dimakurf dengan ’dapat mmimbulkan konflik
kepentingan" adalah famdisi anggofa Direksi yang
mcnülikj kepen lingan priliadi untuk menguntungkan diri
Srndiri dan ƒalau crang Lain dalam penggunaan
wcwenang, sehinggn dapal mempengamhi nctialitas dan
kualitas kepu tusan dan/atau tindakan yang dibuat
dan/atau dilakukarmya.

Ayat [2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelaa.

Pasa] 57
CukupJelas.

Pasal 58
Cukup Jdai^

Pasal 59
Ayat (1 1

Cukup Jelas.
Ayat {3}

Yang dimaksud dengan ^eadaan tertentu' adaiah kcadaan
mendesak yang mernbutuhkfin keputuaan «eeara. «pat dan
tidak mungkin diadakan rapst

Ayat {3)
Cukup Jclas.

Paso! 60
Cukup Jclas.

Pasal 61
Cukup Jelaa.

Pasal 62
Cukup Jelas^

F^wl 63
Cukup Jclas.

Pasal 64
Cukup Jclas.

Pasal 65
Cukup Jelea

Pawl 66
Cukup Jclas.

Pasal 67
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'satuan pengawas intern" adalah unit
yang dibentuk olch direktur utama untuk memberikan janunan
|assurance) yang independen dan obyektif atas pek para n
keuangan serta rnelakukan kegjatan konsultasi bagi manajemen
denman tuju&n untuk mm in plenties n nilai dan
memperbaiki operasional Ferumda melalui evaluasi dan
perungkatan efektivitas mtmajemen resikch pengend&lianr dan
taU* kelolö perusahaan, |3entuk satuan pen^was intern
menyesuaikan dengpn ketentuan perafuran perundang-
undangan yang mengatur «ktor ueaha yang bersangkutatt
misaJnya dalam bidang perbankan, ftatuan pengawas intern
dipiiupin okh direktur kcpaluhan,

Ayat (2)
Cukup JcEas.



Ayat PI
Cukup Jclas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pass] 70
Cukup Jela^

Pass] 71
Cukup Jelas,

Payal 72
Cukup Jelas.

PasaJ 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup delate

Puaai 76
Cukup Jrlas.

PamI 77
Cukup Jrlas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Ayat 1 1 )

Cukup Jelas.
Ayat

Huruf a
Vang dimaksud dengan prinsip “tmnspamnsi’ adalah
keterbukaan dalam mrlakswnakan proses pengambilnn
kcputusati Jtui ktLcrbukaan daiam mengungkapkan
infarmasi yang rdevan mengenai perusahaan.

HuruT b
Yang dimaksud dengpn prinsip "a kunTabi liras* adaiah
kejelasan fllngsp pdaksanaanh dan pertanggungjawaban
organ sehinggs pcngcldaan pcrusahaan terLaksana
secara cfektif.

Hund c
Yang dimaksud dengan prinsip 'pertanggungjawabiLn’
ydalah krsesuaian da lain pengekilsan pcrusahaan
terhadap penaturan perundang undflngan dan prinsip
korporasi yang sehat.

Huruf d
Yang dimaksud drngart prinsip ukemandi rian" adaiah
keadssn dimans penisabasn dikekila Meara prolrsional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekonan dari
pihak manapun yang tidak scauai drngan kebentuan
petsluran perundang-undangan dan prinsip kerporssi
ySng ürbat-

Huruf c
Yang dimaksud dengan prinsip 'kewajararT adalah
keadilan dan kesetaraan di dalam mcmcnuhi hak
ptmangku kepentingar Isfakeholdeni} yang limbid
berdassrkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangari.



Ayat (3)
Cukup JeLas.

Ayat (4)
Manual Tata Keiola Pemsahaan Vang Raik diemtaranya mcmuax
manual pengurus mcviucrflT manual manajemtii risiko,
siatcm pcngendalian Intern, sistem pengawasan intern,
mekaniame prlapcran atas dugaan penyimpangan pads
Pcruindab tata kelola teknologi inibrmasid dan pedoman perilaku
rlika (code of conduct).

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pastil 81
Cukup Jelas.

I'ümI 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jdas.

Pasal 84
Cukup Jelas-

PhwI 85
Cukup Jdas.

Pasal 86
Cukup Jcias,

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jdas.

Pusjdl QU

Ayal (U
Vang dJmaksud dengan "Tandem" edalnh Ktunrungan
Pcrusahaan yan dihadjahkan kepads direk$i dan komtsaris olch
pemefianfi saham berdasarkan persenlast aLau jumlah Lcrbcntu
dari laba bersih yang rijtentuk&n daiam Pasal 70 ayat (1|
LFudang-Undang Nurtiür 40 Tahun 2007 tending Ptrscroan
Terbatas.

Ayat (2)
Cukup Jtlas

Rasal9J
Cukup Jeiaa.

Pasal 92
Cukup Jdas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jdas.

Pasal 9S
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jclas.

Pasal 97
Ayat (I)

Re^Erukturiiiani rrgulaai ditujukan krpada penyesuaian produk
hukuin daerah uiituk meiiciptakan iklim usaha yang schal
schingj^i tecadi kompetisi, eiisicnsi dan pelayanan yang
optimal.

ƒ



Ayaf (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4|
Cukup Jelas-

PasaL 98
Cukup Jelas.

Phsal 99
Cukup Jelas.

Pass! 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Paeal 102
Cukup Jelas.

PasaJ 103
Cukup Jelas.

Pasai 104
Cukup Jelas.

PasaJ 103
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasol 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 1 10
Cukup JcIhm.

Pasol 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasa] 1 14
Cukup Jelas.
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